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Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengungkapan CSR di bank pemerintah 
dan bank swasta. Pengungkapan CSR diidentifikasikan berdasarkan GRI Standards 
2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di BEI tahun 2019 
yaitu sebanyak 46 bank. 22 bank terpilih menggunakan non random sampling metode 
purposive sampling. Perbedaan antara bank pemerintah dan bank swasta diuji 
menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode content analysis. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berdasarkan 
annual report dan sustainability report perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat perbedaan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta di 
Indonesia berdasarkan GRI Standards. Urutan pengungkapan indikator CSR 
berdasarkan GRI Standards di bank pemerintah dan bank swasta adalah indikator sosial, 
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Kata Kunci : GRI Standards, Indikator Sosial, Indikator Ekonomi, Indikator 
Lingkungan, Sustainability Report, Annual Report, Corporate Sosial 








AN ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DISCLOSURE IN INDONESIAN BANKING  





Shafira Tsalatsa Salsabila 
 
 
Advisor: Erwin Saraswati, Dr., Ak., CPMA., CSRS., CA. 
 
This study aims to determine the CSR disclosure differences between state 
owned banks and private banks. CSR disclosure is identified based on the 2016 
GRI Standards. The population involves all 46 banks listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2019, in which 22 are selected through non-random sampling 
of purposive sampling method. The differences between state owned banks and 
private banks are tested utilising descriptive qualitative with content analysis 
method. The data are collected from the documentation of the companies’ 
annual report and sustainability report. The results of the study reveal that there 
are differences CSR disclosures between state owned banks and private banks in 
Indonesia based on the GRI Standards. The order of the CSR disclosure 
indicators based on GRI Standards on both state owned banks and private banks 
is social indicators, economic indicators, and environmental indicators. 
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1.1 Latar Belakang 
Perusahaan didirikan dengan tujuan jangka panjang dalam bentuk visi 
perusahaan yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam 
jangka waktu sepuluh tahun hingga dua puluh tahun ke depan. Oleh karena itu, 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan 
keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Keberlanjutan perusahaan tidak 
dapat hanya mengandalkan kondisi keuangan tetapi masyarakat sebagai 
lingkungan eksternal perusahaan juga memiliki peran penting dalam menjamin 
pertumbuhan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan 
hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan 
lingkungan hidup (Sahla dan Aliyah, 2016). Seluruh aktivitas maupun kegiatan 
perusahaan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup diungkapkan 
dalam laporan yang disebut Sustainability Report (Laporan Keberlanjutan). 
Sustainability report merupakan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan dan 
diumumkan kepada masyarakat untuk melaporkan kinerja perusahaan dalam tiga 
aspek utama yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan pasal 66 
ayat 2 UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas menyatakan 
perusahaan yang telah menampakkan diri ke publik memiliki kewajiban membuat 
laporan keberlanjutan. Berdasarkan OJK no. 51 tahun 217 juga disampaikan 
bahwa seluruh lembaga jasa keuangan yang tercatat dan terdaftar di Bursa Saham 
Indonesia wajib untuk membuat laporan keberlanjutan. Lembaga jasa keuangan 





diwajibkan untuk membuat sustainability report tiap periodenya. Selain laporan 
keberlanjutan, CSR juga wajib dilaksanakan oleh tiap perusahaan termasuk 
perbankan karena masyarakat memiliki peran penting dalam operasional dan 
perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya diminta untuk 
memperoleh keuntungan namun juga saling berusaha untuk melaksanakan 
tanggung jawab sosial (Sari, 2014).  
Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Bank merupakan badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan juga 
merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan kepercayaan masyarakat dan 
memiliki banyak risiko. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian 
Indonesia karena berperan dalam menyalurkan dana untuk berbagai keperluan 
yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus 
mampu mengatur keduanya dengan baik dan bersikap transparan dalam hal 
penyampaian laporan keuangannya (Asrarsani, 2013).  
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi wujud aktivitas 
perusahaan untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap 
masyarakat (Setyaningtyas, 2018). Saat ini, CSR menarik perhatian besar di 
seluruh dunia karena CSR berpengaruh terhadap berbagai masalah umum aktivitas 
perusahan seperti lingkungan dan etika sosial (Wulolo dan Rahmawati, 2017). 
CSR merupakan suatu konsep yang menjelaskan perusahaan mempunyai 
tanggung jawab terhadap lingkungan operasional perusahaan, konsumen, 





penerapan CSR diharapkan perusahaan mendapatkan legitimasi sosial dan 
memaksimalkan kekuatan keuangannya (Kiroyan, 2006; Sayekti dan Wondabio, 
2007). Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bank diklasifikasikan 
berdasarkan berbagai kriteria, salah satunya adalah pemegang saham utama yang 
membagi bank menjadi dua jenis yaitu bank pemerintah dan bank swasta 
(Latumaerissa, 2012). Perbedaan pemegang saham utama ini menyebabkan 
perbedaan dalam pengambilan keputusan dan kepentingan jangka panjang 
perusahaan termasuk keputusan mengenai penerapan dan pengungkapan dan 
implementasi CSR (Yamak dan Suer, 2010). 
Abbasi et al. (2012) menyatakan terkait ranah industri perbankan dan 
keuangan, CSR merupakan kewajiban bank untuk mengelola kegiatannya dengan 
cara yang paling menguntungkan secara lokal maupun global dengan menjaga 
hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bank menggunakan CSR sebagai 
bentuk manajemen kesan untuk membentuk persepsi publik dan untuk 
mempertahankan atau menciptakan legitimasi organisasi (Perez dan del Bosque, 
2012). Untuk sektor keuangan yang melibatkan nasabah dengan layanan tinggi, 
CSR tidak hanya berpengaruh positif terhadap persepsi bank tetapi penilaian 
layanan CSR juga meningkatkan kinerja keuangan bank dan mengurangi risiko 
potensial (Torres et al, 2007). Penekanan pada CSR sebagai bagian dari strategi 
jangka panjang untuk mendapatkan kembali reputasi yang hilang dan 
mendapatkan kembali persepsi publik menekankan nilai potensial yang diperoleh 
dari tinjauan atas temuan penelitian tentang CSR yang dipraktikkan oleh berbagai 





Berdasarkan penelitian Ali dkk (2017), terdapat perbedaan dalam 
pengungkapan CSR berdasarkan letak perusahaan, karakteristik industri, dan 
stakeholder perusahaan. Perbedaan stakeholder dalam perbankan akan 
memengaruhi harapan dan kompensasi yang diminta oleh perusahaan (Yamak dan 
Suer, 2010).  Pemerintah  memiliki ketertarikan sendiri pada kepatuhan relatif atas 
seluruh stakeholder lainnnya terutama bank yang berhubungan dengan hukum dan 
peraturan terkait. Pemerintah sebagai stakeholder melindungi kepentingan semua 
stakeholder untuk menjaga kesehatan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, 
harapan utama dalam pengambilan suatu keputusan tidak hanya untuk 
memaksimalkan keuntungan melainkan mempertahankan stabilitas ekonomi 
nasional. Pemilik (owners) sebagai stakeholder bank swasta memiliki harapan 
utama dalam pengambilan suatu keputusan yaitu memaksimalkan keuntungan 
yang dapat dipenuhi dengan laba bersih per saham dan dividen yang memuaskan, 
diwakili oleh Net Present Value (NPV) yang positif. Hal-hal tersebut yang 
menyebabkan perbedaan antara bank pemerintah dan bank swasta dalam 
menjalankan aktivitas perusahaan termasuk pelaksanaan CSR  
Selain perbedaan stakeholder, terdapat perbedaan lainnya antara bank 
pemerintah dan bank swasta yaitu peraturan. Terdapat peraturan yang mengatur 
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di perseroan terbatas termasuk 
perbankan dan terdapat peraturan lainnya mengenai penerapan CSR pada 
perusahaan yang diatur negara. Penerapan CSR di bank swasta di Indonesia 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2012 yang. menyatakan 
setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosal dan 





perseroan terbatas termasuk bank, sedangkan pada bank milik pemerintah diatur 
dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-08/MBU/2013 mengenai program 
kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). 
Peraturan ini membahas secara lebih mendalam mengenai penerapan CSR oleh 
BUMN termasuk presentasi pemanfaatan dana laba BUMN. PKBL adalah 
program kegiatan yang dibentuk BUMN sebagai bentuk tanggung jawab yang 
dilakukan perusahaan untuk mengelola sumberdaya alam dan aset negara demi 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.  
Adapun pedoman pengungkapan CSR yang sering digunakan oleh 
perusahaan dalam pengungkapan sustainability report yaitu Global Reporting 
Initiative (GRI). GRI adalah organisasi internasional yang didirikan oleh 
organisasi nirlaba dari Amerika Serikat yang menyajikan konsep kerja untuk 
sustainability reporting dan dapat menjadi acuan oleh semua organisasi di seluruh 
negara. GRI melaksanakan kooperasi dengan CSR untuk menyediakan pedoman 
pelaporan pengungkapan CSR untuk wilayah Asia Tenggara. Pembuatan pedoman 
pelaporan CSR yang juga disebut Pedoman Laporan Keberlanjutan pertama kali 
dilaksanakan pada tahun 2000. Perkembangan bisnis yang kompleks menjadikan 
pedoman pelaporan  CSR perlu disesuaikan hingga pedoman terbaru yang telah 
disusun adalah GRI Standards. GRI Standards mulai efektif berlaku pada 1 Juli 
2018.   
Penelitian mengenai pengungkapan CSR di bank pemerintah dan swasta telah 
dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian Anand 
(2019) menjelaskan beberapa indikator yang memiliki perbedaan signifikan dan 





masing-masing indikator GRI antara bank pemerintah dan swasta. Penelitian 
tersebut menggunakan pedoman GRI G4 karena periode laporan yang digunakan 
peneliti dimulai tahun 2013 hingga 2016 yang industri perbankan digunakan saat 
periode tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2012) dan 
Saraswati (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan total 
pengungkapan CSR dan pada masing-masing indikator GRI antara bank 
pemerintah dan swasta. Oleh karena penyusunan sustainability report   
diwajibkan bagi perbankan, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan 
GRI Standards. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah 
adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat perbedaan pengungkapan corporate social responsibility 
antara bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui pengungkapan corporate social responsibility di perbankan 
Indonesia. 
2. Menganalisis perbedaan pengungkapan corporate social responsibility antara 
bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis dan 






Secara teoritits, Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai 
pengungkapan corporate social responsibility di bank pemerintah dan bank 
swasta. Selain itu, Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di 
bidang akuntansi pertanggungjawaban sosial terkait pengungkapan CSR di 
perbankan Indonesia, dan teori legitimasi.  
1.4.2 Praktik 
Penelitian ini mampu memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut : 
1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai  
pengungkapan CSR di perbankan Indonesia. 
2. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisa perbedaan  pengungkapan 
CSR antara bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan penjelasan singkat dari setiap bab dalam 
penelitian ini yang diuraikan secara sistematis. Sistematika penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB    I : PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan merupakan basis atau dasar pelaksanaan penelitian ini dan 
alasan penelitian ini dilaksanakan. Pada bab ini membahas arah dan tujuan 
peneltiian, serta alasan alasan penelitian perlu dilaksanakan yang mencakup: latar 
belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan 





Bab telaah pustaka dan pengembangan hipotesis menguraikan teori-teori yang 
mendasari penelitian dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dan 
tujuan dilaksanakannya penelitian. Bab ini juga membahas mengenai kerangka 
teoritis yang membentuk variabel penelitian. Variabel pada kerangka teoritis 
tersebut akan membentuk hipotesis yang akan diuji.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab metode penelitian menguraikan populasi dan sampel penelitian, data 
penelitian dan sumbernya yang terdiri dari jenis dan sumber data serta teknik 
pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel. Selain itu, bab 
ini menjabarkan mengenai uji variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam 
penelitian dengan meliputi metode analisis data dan pengujian hipotesis 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan hasil penelitian dan 
memberikan pembahasan sesuai penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian kuantitatif artinya hasil penelitian dan pembahasan 
diuraikan dengan menggunakan data sekunder. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian 
yang diungkapkan secara jelas dan ringkas. Selain itu, bab ini menyajikan 
keterbatasan penelitian membahas mengenai kendala atau hambatan yang 
dirasakan peneliti selama proses penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya 
yang dijadikan sebagai arahan peneliti selanjutnya bagi peneliti menggunakan 






TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1 Teori Legitimasi 
Teori legitimasi merupakan teori yang berfokus pada interaksi antara 
perusahaan dan masyarakat (Inka, 2017). Teori ini menganjurkan perusahaan 
untuk bertindak dalam batas-batas dan norma yang diterima oleh masyarakat 
sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Vale, 2020).  
Penerimaan perusahaan dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan (Budiasni dan Darma, 
2020). Legitimasi dianggap penting untuk perusahaan karena legitimasi 
masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan 
perusahaan (Utomo, 2019). 
Teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa terdapat kontrak sosial 
antara bisnis dan berbagai pihak dalam masyarakat. Kontrak sosial merupakan 
suatu metode untuk menjelaskan banyaknya ekspektasi masyarakat tentang cara 
sebaiknya perusahaan melaksanakan operasionalnya (Deegan, 2004). Menurut 
teori ini, perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial sehingga 
dapat melegitimasi perilakunya kepada stakeholder (Gavancha dan Paiva, 2020). 
Selain itu, perusahaan juga menggunakan annual report untuk menjelaskan 
tanggung jawab lingkungan. Perusahaan dianjurkan untuk mampu mengambil 
perhatian masyarakat dan meyakinkan kegiatan pelaksanaan perusahaan dapat 






2.2 Teori Stakeholder 
Teori stakeholder termasuk teori yang banyak digunakan dalam pembahasan 
dan penelitian mengenai CSR (Dusuki, 2008). Stakeholder memiliki peran 
penting dalam operasional perusahaan. Menurut Corporate Finance Insitute, 
Istilah stakeholder dalam bisnis merupakan setiap individu, kelompok, atau pihak 
yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan hasil dari aktivitasnya. Contoh 
umum dari stakeholder termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, 
pemasok, komunitas, dan pemerintah. Stakeholder yang berbeda memiliki 
kepentingan yang berbeda dan perusahaan seringkali menghadapi kompromi 
dalam mencoba menyenangkan mereka semua.  
Menurut Deegan (2004), Teori stakeholder merupakan teori yang 
menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak mendapatkan informasi 
tentang operasional perusahaan yang mampu berdampak pada pengambilan 
keputusan perusahaan. Stakeholder pun juga mempunyai pilihan untuk tidak 
menggunakan informasi tersebut dan tidak berperan secara langsung dalam 
perusahaan. Pendapat lain diungkapkan mengenai teori stakeholder yaitu teori 
yang menjelaskan mengenai perusahaan bertanggungjawab secara seksama 
terhadap semua pihak yang berada dalam perusahaan (Maignan dan Ferrel, 2004). 
Teori ini berfokus pada kepentingan masing-masing pemangku kepentingan yang 
terpisah dalam proses tata kelola, dan secara meyakinkan memperjuangkan 
inklusivitas masyarakat dan perusahaan.  
Tujuan utama dari teori ini adalah untuk membantu manajemen perusahaan 
dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai efek dari berbagai aktivitas yang 





dkk, 2017). Teori stakeholder juga menyatakan bahwa perusahaan mempunyai 
salah satu tanggung jawab kepada stakeholder dengan pengungkapan sosial. 
Perusahaan bukanlah entitas yang berjalan untuk kepentingan individual, tetapi 
juga perlu untuk memberikan manfaat bagi para stakeholder nya yaitu seluruh 
pihak yang mempunyai hubungan atau klaim pada perusahaan (Untung, 2008).  
2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Menurut Kementrian Kesehatan RI, Corporate Social Responsibility 
(CSR) merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 
sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitar 
dimana perusahaan tersebut berada. Menurut UU Republik Indonesia No. 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab 1 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa 
CSR merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 
yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 
masyarakat pada umumnya. Untung (2008) juga menyatakan CSR adalah 
komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan 
ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan 
dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, 
lingkungan, dan sosial. Terdapat elemen dasar dalam mendefinisikan konsep CSR 
di sektor bank menurut Yeung (2011) adalah pemahaman tentang kompleksitas 
jasa keuangan, manajemen risiko, penegakan etika dalam aktivitas bank, 
penerapan strategi di bidang keuangan. krisis dan melindungi hak-hak klien.  
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan CSR 





pengembangan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat. Selain itu, CSR merupakan bagian dari strategi 
bisnis perusahaan yang terkait dengan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. 
Seluruh konsep tentang CSR menawarkan kesamaan yaitu keseimbangan antara 
perhatian pada aspek ekonomi dan perhatian pada aspek sosial dan lingkungan. 
CSR mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam 
beberapa topik sosial dan lingkungan, yang meliputi berbagai masalah 
keberagaman, filantropi, Socially Responsible Investement (SRI), tempat kerja, 
etika bisnis, keberlanjutan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta 
pengembangan masyarakat dan tata kelola perusahaan.  
2.4 Global Reporting Initiative (GRI) 




GRI didirikan di Boston pada tahun 1997 menyusul protes publik atas 
kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak Exxon Valdez. Tujuannya adalah 
menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama untuk memastikan perusahaan 
mematuhi prinsip perilaku lingkungan yang bertanggungjwab dan kemudian 
diperluas hingga meliputi masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola 
(globalreporting.org). 





Penerapan pedoman GRI telah dilaksanakan mulai tahun 2000 hingga 
sekarang. Selama kurun waktu yang panjang, pedoman GRI banyak mengalami 
berbagai pembaruan. Versi pertama pada tahun 2000 disebut Pedoman GRI (G1). 
GRI (G1) menyediakan kerangka kerja global pertama untuk pelaporan 
keberlanjutan. Pada tahun 2001, GRI didirikan sebagai lembaga nirlaba 
independen. Pada tahun 2002, GRI pindah ke Amsterdam dan pembaruan kembali 
dilakukan yang disebut dengan pedoman GRI (G2). Karena permintaan untuk 
pelaporan GRI dan penyerapan dari organisasi terus meningkat, pedoman 
diperluas dan ditingkatkan mengarah pada Pedoman GRI (G3) pada tahun 2006, 
Pedoman GRI (G3.1) pada tahun 2011, dan Pedoman GRI (G4) pada tahun 2013. 
Pedoman GRI (G3.1) dan versi sebelumnya masih menggunakan konsep 
application level. Konsep tersebut merupakan konsep yang membagi laporan ke 
dalam tiga level yaitu A, B, dan C berdasarkan kriteria tertentu dan berdasarkan 
jumlah indikator yang diungkapkan. Kemudian dilakukan pembaruan dengan 
Pedoman GRI (G4) dengan menghapus application level disebabkan perusahaan 
berusaha untuk melaporkan indikator sebanyak mungkin pada laporannya untuk 
mencapai level A sedangkan fokus dari laporan keberlanjutan adalah  melaporkan 
hal-hal yang berkaitan dan material pada konteks keberlanjutan ekonomi, sosial, 
lingkungan perusahaan, dan para pemangku kepentingan sekitar (Pusaka, 2018).  
Dengan partisipasi dalam pelaporan keberlanjutan tersebar di seluruh 
dunia, GRI mulai membuka serangkaian kantor regional yang terletak di Brazil 
(2007), Cina (2009), India (2010), AS (2011), Afrika Selatan (2013), Kolombia 
(2014) dan Singapura (2019). Pembaruan GRI terbaru terletak pada tahun 2016 





pertama untuk pelaporan keberlanjutan. Pembaruan GRI pada tahun 2016 disebut 
GRI Standards (Standar GRI). GRI Standards diterapkan secara efektif pada 
perusahaan-perusahaan sejak tahun 2018. (globalreporting.org). 
Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi internasional 
independen yang membantu bisnis dan perusahaan lain bertanggung jawab atas 
dampak mereka dengan menyediakan bahasa umum global untuk 
mengomunikasikan dampak tersebut. GRI menyediakan standar yang digunakan 
untuk pelaporan keberlanjutan yang disebut dengan GRI Standards. GRI 
Standards mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak 
ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan yang 
berdasarkan pada GRI Standards memberikan informasi tentang kontribusi 
perusahaan bagi pembangunan berkelanjutan. Mempersiapkan laporan sesuai 
dengan GRI Standards memberikan gambaran mendalam mengenai topik material 
organisasi, dampak terkaitnya, dan cara berbagai dampak tersebut diatur. 
Perusahaan juga mampu menggunakan seluruh atau sebagian dari GRI Standards 
untuk melaporan informasi spesifik (globalreporting.org).  
Kerangka kerja GRI untuk pelaporan keberlanjutan membantu perusahaan 
mengidentifikasi, mengumpulkan, dan melaporkan informasi perusahaan dengan 
cara yang jelas dan dapat dibandingkan. Kerangka pelaporan keberlanjutan GRI 
sekarang paling banyak digunakan oleh perusahaan multinasional, pemerintah, 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 
kelompok industri di lebih dari 90 negara.  
2.4.2 Indikator Pengungkapan dalam GRI Standards 





Indikator ini merupakan indikator untuk mengungkapkan informasi 
kontekstual mengenai organisasi dan praktik pelaporannya. Terdapat enam 
bagian yang harus diungkapkan organisasi antara lain : profil organisasi, strategi, 
etika dan integritas, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, dan praktik 
pelaporan. Dalam indikator ini, memiliki dua pilihan antara lain : 
a. Core (Inti) merupakan pilihan pengungkapan indikator untuk 
mengungkapkan salah satu indikator yang berkaitan dengan aspek material. 
b. Comprehensive merupakan pilihan pengungkapan indikator untuk 
mengungkapkan seluruh indikator yang berkaitan dengan aspek material, 
sehingga perlu untuk mengungkapkan kinerja organisasi lebih luas. (Global 
Reporting Initiative 101, 2016). 
Tabel 2.4.2 GRI 102: Pengungkapan Umum Opsi Core dan Comprehensive 
(Global Reporting Initiative, 2016) 
No Core Comprehensive  
1 Pengungkapan 102-1 hingga 102-13 
(Profil Organisasi) 
Seluruh pengungkapan dari 
GRI 102 harus dilaporkan 
2 Pengungkapan 102-14 (Strategi) 
3 Pengungkapan 102-16 (Etika dan 
Integritas) 
4 Pengungkapan 102-18 (Tata Kelola) 
5 Pengungkapan 102-40 hingga i 102-






6 Pengungkapan 102-45 hingga 102-
56 (Praktik Pelaporan) 
2. Indikator GRI 200 : Ekonomi 
Indikator ini merupakan indikator yang mengungkapkan informasi mengenai 
mengenai dampak ekonomi dari kegiatan usaha organisasi. Topik yang harus 
diungkapkan dalam indikator ini antara lain kinerja ekonomi, keberadaan pasar, 
dampak ekonomi secara tidak langsung, praktik pengadaan, anti-korupsi, dan 
perilaku anti-persaingan (Global Reporting Initiative 101, 2016). 
3. Indikator GRI 300 : Lingkungan  
Indikator ini merupakan indikator yang mengungkapkan informasi mengenai 
dampak lingkungan dari kegiatan usaha organisasi. Topik yang harus 
diungkapkan dalam indikator ini antara lain material, energi, air, 
keanekaragaman hayati, emisi, air limbah dan limbah, kepatuhan lingkungan, 
serta penilai lingkungan pemasok (Global Reporting Initiative 101, 2016). 
4. Indikator GRI 400 : Sosial 
Indikator ini merupakan indikator yang mengungkapkan informasi mengenai 
dampak sosial dari kegiatan usaha organisasi. Topik yang harus diungkapkan 
dalam indikator ini antara lain kepegawaian, hubungan tenaga kerja atau 
manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, 
keanekaragaman dan kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan berserikat 
dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa, praktik keamanan, hak-hak 





pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran 
dan pelabelan, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi (Global 
Reporting Initiative 101, 2016). 
2.5 Perbankan  
2.5.1 Pengertian Perbankan 
Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan merupakan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan bank meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta 
cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum 
merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 
berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran (www.ojk.go.id). Kata “Bank” berasal dari bahasa Italia yaitu banca 
yang memiliki makna tempat penukaran uang. Secara umum, bank merupakan 
suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan 
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 
menerbitkan catatan bank (banknotes) (Zain dan Akbar, 2020).  
Menurut Stuart (2008), Bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk 
memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan berbagai alat pembayaran sendiri 
dengan uang didapatnya dari orang lain maupun melalui peredaran berbagai alat 
penukaran uang berupa uang giral. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, 





yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana serta sebagai 
lembaga berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 
Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank 
merupakan badan usaha yang yang memiliki tiga kegiatan utama yaitu 
menghimpun dana dengan mengumpulkan uang melalui pembelian barang dari 
masyarakat dan  menerima simpanan uang, menyalurkan dana kepada masyarakat 
dengan meminjamkan uang (kredit) dan menerbitkan catatan bank untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya seperti 
jasa penagihan, pembayaran, setoran, penyimpanan dokumen, kartu kredit, dan 
jasa-jasa lainnya.  
2.5.2 Fungsi Perbankan 
Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat. Bank dalam menjalankan operasionalnya lebih banyak menggunakan 
dana masyarakat daripada menggunakan modal pemilik atau pemegang saham. 
Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank dituntut untuk selalu 
memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank tersebut 
sendiri dalam pengembangan usahanya (Zain dan Akbar, 2020).  Menurut I Gusti 
dkk (2014), Fungsi bank secara lebih spesifik adalah sebagai berikut.  
1. Agent of Development  
Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat 
diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di perbankan. Kelancaran 
kegiatan bank yang terdapat kemungkinan untuk melaksanakan investasi-






2. Agent of Services 
Bank menyediakan penawaran jasa perbankan lainnya (selain 
menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat) 
kepada masyarakat antara lain jasa setoran, pembaran, transfer, penagihan, 
penjualan mata uang asing, cek wisata, kliring, kartu kredit, penyimpanan 
dokumen, kartu kredit, bank garasi dan referensi bank, serta berbagai jasa yang 
terdapat di pasar modal seperti pedagang efek dan pinjaman emisi.  
3. Agent of Trust 
Masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank bahwa dana yang 
dimasukkan ke bank akan dikelola dan disimpan dengan baik serta mampu 
ditarik kembali oleh masyarakat ketika diperlukan.  
2.5.3 Pentingnya CSR di Perbankan  
Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dan bentuk bank yang 
berbeda tergantung pada kondisi dan situasi pada negara tersebut. Indonesia 
memiliki bank-bank yang bertujuan untuk mendorong kelangsungan moneter dan 
mendukung kekayaan masyarakat. Penerapan CSR pada bank swasta di Indonesia 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai tanggung 
jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sedangkan pada bank pemerintah 
diatur lebih ketat dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-08/MBU/2013 
mengenai program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 
Lingkungan (PKBL). PKBL pada perusahaan dimiliki negara dibentuk secara 
khusus untuk mengejar tujuan nasional yaitu mengelola sumber daya alam dan 





2.6 Penelitian Terdahulu 
Standar pelaporan yang telah banyak diketahui oleh industri perbankan 
untuk mengimplementasikan CSR adalah GRI (Global Reporting Initiative). 
Penelitian mengenai pengungkapan CSR dengan menggunakan GRI 
Standards telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya adalah sebagai 
berikut. 
Jannah (2011) membandingkan pelaksanaan dan pengungkapan CSR di bank 
pemerintah dan swasta periode tahun 2011 dengan menggunakan Pedoman GRI 
(G3.1). Studi ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode dokumenter untuk analisis kualitatif, sehingga metode yang digunakan 
adalah metode content analysis dengan menelusuri annual report dan 
sustainability report perusahaan sampel. Berdasarkan hasil analisis kualitatif 
deskriptif, indikator CSR GRI (G3.1) yang paling banyak diungkapkan adalah 
indikator kinerja ekonomi perusahaan sebanyak 41,3 persen. Selain itu, hasil 
coding menunjukkan bahwa seluruh bank sampel mengungkapkan indikator 
kinerja ekonomi yang paling banyak diungkapkan daripada indikator lainnya. 
Selanjutnya, indikator yang banyak diungkapkan oleh bank sampel adalah 
indikator tanggung jawab produk sebanyak 25,2 persen, indikator praktik kerja 
dan kenyamanan bekerja sebanyak 18 persen, indikator kinerja lingkungan 
sebanyak 8,5 persen, indikator kinerja masyarakat sebanyak 6,2 persen, dan 
indikator kinerja hak asasi manusia sebanyak 0,8 persen. Selain itu, terdapat 
perbedaan signifikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank pemerintah 





Frany (2016) yang membahas tentang Analisis Komparatif Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility dalam Sustainability Report PT BCA Tbk dan PT 
BNI (Persero) Tbk Berdasarkan Global Reporting Initiative G4 (Studi Kasus Pada 
Sustainability Report Pt BCA Tbk dan PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2016). 
Penelitian ini menggunakan pedoman GRI (G4). Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder 
berupa laporan keberlanjutan tahun 2016 bank sampel. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi dokumentasi dan teknik analisis data peneliti menggabungkan 
teknik content analysis dan analisis komparatif yang dibantu model analisis Miles 
dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan PT. BCA 
Tbk memiliki persentase pengungkapan total aspek material yang diidentifikasi 
untuk DMA menjadi 75,07 persen dan untuk Indikator menjadi 48,13 persen, 
sehingga total persentase rata-rata aspek material yang diperoleh untuk semua 
kategori pengungkapan adalah 61,60 persen. Sedangkan PT. BNI (Persero) Tbk 
memiliki persentase total pengungkapan aspek material yang teridentifikasi untuk 
DMA sebesar 86,01 persen dan untuk Indikator sebesar 57,85 persen, sehingga 
total persentase rata-rata pengungkapan aspek material yang diperoleh untuk 
semua indikator pengungkapan sebesar 71,93 persen. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dalam Laporan Keberlanjutan PT BNI 
(Persero) Tbk lebih tinggi sesuai dengan GRI G4 dibandingkan dengan PT BCA 
Tbk. Pada PT. BNI (Persero) Tbk indikator ekonomi yang paling banyak 
diungkapkan daripada indikator sosial dan lingkungan.  
Sahla dan Aliyah (2016) melakukan studi terhadap empat bank yaitu Bank 





Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi yaitu memberikan skor untuk 
setiap indikator GRI (G4) yang diungkapkan. Hasil penelitian menunjukkan skor 
CSR tertinggi adalah bank BRI 88 persen apabila diungkapkan dengan kriteria 1 
dan 44 persen apabila diungkapkan sempurna dengan kriteria 2. Selain itu, hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa pada keempat bank indikator ekonomi lebih 
banyak diungkapkan, selanjutnya indikator pelatihan dan pendidikan. Indikator 
lingkungan pengungkapannya rendah disebabkan industri perbankan yang tidak 
terlibat langsung dengan alam dalam operasionalnya.  
Mita dkk (2018) menganalisis Corporate social responsibility (CSR) 
disclosure and banks’ financial performance in five ASEAN countries. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis tingkat CSR pada bank-bank komersial di 
ASEAN-5 yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada 
tahun 2014. Penelitian ini berfokuskan pada lima indikator yaitu indikator 
ekonomi, lingkungan, dan sosial (terdiri dari praktik dan waktu kerja, hak asasi 
manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk). Penelitian ini menggambarkan 
tingkat CSR berdasarkan analisis pengungkapan dalam laporan perusahaan 
menggunakan indikator Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (G4) dan 
Pengungkapan Sektor Financial Services. Metode penelitian menggunakan 
metode skor dengan memberikan skor 0-3 kepada setiap indikator GRI. Selain itu, 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif atas skor CSR.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata skor CSR dari 77 bank umum konvensional di 
negara-negara ASEAN-5 tertinggi adalah Thailand kemudian dilanjutkan 
Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Tingkat pengungkapan informasi CSR masih 





kategori ekonomi, diikuti oleh informasi tentang praktik ketenagakerjaan dan 
pekerjaan yang layak, informasi tentang hubungan masyarakat, informasi tentang 
tanggung jawab produk, informasi tentang lingkungan dan yang paling rendah 
adalah informasi tentang hak asasi manusia. Rata-rata total skor pengungkapan 
informasi CSR di lima negara tersebut juga masih rendah. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara CSR dan 
kinerja profitabilitas perusahaan. Korelasi positif terlihat lebih kuat dalam 
kelompok bank di Thailand yang diminta untuk menyiapkan Laporan CSR 
mereka sendiri. 
2.7 Kerangka Teoritis  
Kerangka teoritis merupakan alur penelitian yang dilakukan. Dalam 
penelitian ini, peneliti akan menguraikan dan membandingkan pengungkapan 
CSR pada bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia berdasarkan GRI 
Standards Untuk mengetahui perbedaan pengungkapan CSR pada bank 
pemerintah dan swasta, peneliti berfokus pada tiga indikator GRI Standards 
khusus antara lain indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial.  
Pengungkapan CSR memberikan manfaat yang besar bagi 
keberlangsungan perusahaan perbankan. CSR mampu memberikan citra sosial 
yang baik terhadap masyarakat. Hal tersebut merupakan faktor penting bagi 
perusahaan yang membutuhkan perhatian masyarakat yang tinggi untuk 
bergabung pada bagian perusahaan, baik menjadi konsumen atau investor seperti 
bank. Oleh karena itu, pengungkapan CSR harus dilakukan dalam perbankan. 
Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi dua yaitu bank pemerintah 





swasta yang kepemilikan modal dimiliki oleh swasta atau pengusaha nasional atau 
pimpinan badan hukum yang berstatus sebagai WNI. Pembagian jenis bank 
tersebut tentu memiliki sistem yang berbeda pula dalam operasionalnya termasuk  
pengungkapan CSR.  
Bank pemerintah yang memiliki kepercayaan yang selalu tinggi dari 
masyarakat karena seluruh kegiatannya didukung oleh pemerintah. Meskipun 
begitu, bank pemerintah dinilai kurang efektif daripada bank swasta berdasarkan 
penelitian oleh Jasmina dan Goeltom (2005) dan Suryanto (2011). Menurut 
Bappenas, kinerja bank swasta mengalami peningkatan daripada bank pemerintah. 
Oleh karena itu, bank pemerintah berusaha untuk meningkatkan kinerja dan CSR. 
Peningkatan kinerja diungkapkan dalam indikator kinerja ekonomi, sehingga 
pengungkapan indikator kinerja ekonomi di bank pemerintah lebih banyak 
daripada bank swasta. Selain itu, perbedaan major shareholder antara bank 
pemerintah (pemerintah) dan bank swasta (swasta atau pengusaha nasional) yang 
membuat beda dalam pengungkapan CSR.  
Bank pemerintah memiliki tujuan untuk mengelola SDA dan aset negara 
untuk kesejahteraan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, bank 
pemerintah memiliki peraturan pemerintah melaksanakan PKBL untuk seluruh 
rakyat Indonesia. Kusuma (2010) menyatakan bahwa peraturan pemerintah 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena itu, pengungkapan 
indikator lingkungan dan sosial di bank pemerintah lebih banyak daripada bank 
swasta yang hanya untuk swasta. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka teoritis 
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3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi peneliti yang ingin 
untuk mengambil kesimpulan dari hasil yang dapat dipercaya dan tepat untuk 
objek penelitiannya (Yusuf, 2014). Menurut Sekaran dan Bougie (2017), populasi 
merupakan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik peneliti ingin 
membuat opini. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 yaitu sebanyak 46 bank. Tahun 2019 
dipilih karena pada tahun 2019 seluruh perusahaan finansial di Indonesia telah 
diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan.  
. Menurut Sekaran dan Bougie (2017), Sampel merupakan sebagian dari 
populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti mampu menarik kesimpulan yang 
dapat digeneralisasikan terhadap populasi ketertarikan. Sedangkan menurut 
Sugiyono (2017), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki populasi. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, 
penentuan sampel dilakukan secara non probabilitas dengan metode purposive 
sampling. Purposive Sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan 
pertimbangan tertentu (Sekaran dan Bougie, 2017:67).  Pertimbangan tertentu 
yang dimaksud  untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 





1. Annual report atau sustainability report yang dapat diakses melalui situs web 
BEI atau situs web perusahaan. 
2. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dan menerbitkan sustainability report 
pada tahun 2019. 
3.2 Data Penelitian dan Sumbernya  
Jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
3.2.1 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Menurut Sekaran dan Bougie (2017:130), data sekunder merupakan 
sekumpulan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang telah terbit. 
Selain itu, data sekunder juga merupakan data yang didapatkan lembaga atau 
organisasi tertentu (Agung, 2012:60). Umumnya, data sekunder berupa bukti, 
catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Kusumawati, 
2015). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan data dokumenter 
berupa annual report dan sustainability report bank.  
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi. Menurut Agung (2012:66). Metode dokumentasi merupakan 





dengan melalui dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan 
berupa dokumen yang berkaitan dengan perusahaan yang menjadi objek 
penelitian. Dokumen tersebut berupa annual report dan sustainability report 
bank yang telah dipublikasikan oleh perusahaan – perusahaan  sektor 
perbankan pada tahun 2019 yang menggunakan GRI Standards dalam 
pelaporannya yang diperoleh dari website resmi perusahaan dan dari website 
resmi BEI yaitu www.idx.com 
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Dalam penelitian ini, indikator pengungkapan CSR menggunakan GRI 
Standards. Berdasarkan Global Reporting Initiative (2016), GRI Standards 
merupakan pengukuran standar yang digunakan oleh organisasi untuk 
berhubungan dengan para stakeholder mengenai dampak atas ekonomi, 
lingkungan, dan sosial. Kegunaan GRI adalah membantu organisasi  untuk 
mengungkapkan informasi secara konsisten dan dapat dipertimbangkan. Selain itu, 
juga membantu mempromosikan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang 
lebih besar.  
1. GRI 102 : Pengungkapan Umum  
Pengungkapan umum menyediakan gambaran mengenai pengungkapan 
organisasi meliputi strategi, struktur, dan praktik pengungkapan berkelanjutan. 
Informasi ini penting bagi para stakeholder untuk memahami alaan organisasi 
melaporkan. Dalam pengungkapan ini, terdapat 6 bagian antara lain : 
a. Profil Perusahaan (13). Pengungkapan-pengungkapan ini memberikan 
ikhtisar tentang ukuran, lokasi geografis, dan kegiatan organisasi. 





dalam memahami sifat organisasi dan dampak ekonomi, lingkungan, 
serta sosialnya.  
b. Strategi (2). Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang strategi 
organisasi berkaitan keberlanjutan yang lebih terperinci menggunakan 
Standar GRI lainnya. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk 
memberikan wawasan tentang masalah strategis. 
c. Etika dan Integritas (2). Pengungkapan ini membahas tentang nilai 
organisasi, prinsip-prinsip, standar, serta perilaku mekanisme organisasi 
untuk mendapatkan nasihat dan kekhawatiran tentang etika. 
d. Tata Kelola (22). Pengungkapan ini memberikan gambaran tentang 
struktur tata kelola dan komposisinya; peran badan tata kelola tertinggi, 
evaluasi kinerja dan kompetensi dari badan tata kelola tertinggi; peran 
badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko, pelaporan 
keberlanjutan, dan mengevaluasi kinerja ekonomi lingkungan dan 
sosial; serta remunerasi dan insentif.  
e. Keterlibatan Stakeholders (5). Pengungkapan ini memberikan gambaran 
tentang pendekatan organisasi terhadap keterlibatan stakeholders. 
Pengungkapan ini bertujuan untuk panduan tambahan mengenai 
keterlibatan pemangku kepentingan. 
f. Praktik Pelaporan (12). Pengungkapan ini memberikan gambaran 
tentang proses yang telah diikuti organisasi untuk menentukan isi 
laporan keberlanjutannya; meninjau proses yang diikutinya untuk 
mengidentifikasi topik material dan batasannya; memberikan informasi 





GRI, indeks konten GRI, dan pendekatan organisasi untuk mencari 
asuransi oleh pihak eksternal. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan opsi Core (Inti). Artinya, 
pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini pada GRI 102 : 
Pengungkapan Umum adalah GRI 102-1 – GR1 102-13 : Profil Organisasi, GRI 
102-14 : Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior, GRI 102-16 : Nilai, Prinsip, 
Standar, dan Norma Perilaku, GRI 102-18 : Struktur Tata Kelola, GRI 102-40 – 
GRI 102-44 : Keterlibatan Stakeholders, GRI 102-45 – GRI 102-56 : Praktik 
Pelaporan.  
2. GRI 200 : Dampak Ekonomi 
Standar GRI Standards GRI 200 : Dampak Ekonomi terdapat enam topik 
yang perlu dilaporkan yaitu GRI 201 : Kinerja Ekonomi (4) , GRI 202 : 
Keberadaan Pasar (2), GRI 203 : Dampak Ekonomi secara Tidak Langsung (2), 
GRI 204 : Praktik Pengadaan (1), GRI 205 : Anti Korupsi (3), dan GRI 206 : 
Perilaku Anti-Persaingan (1). 
3. GRI 300 : Dampak Lingkungan 
Standar GRI Standards GRI 200 : Dampak Lingkungan terdapat delapan 
topik yang perlu dilaporkan yaitu GRI 301 : Bahan Baku (3), GRI 302 : Energi 
(5), GRI 303 : Air (3), GRI 304 : Keanekaragaman Hayati (4), GRI 305 : Emisi 
(7), GRI 306 : Air Limbah dan Limbah (5), GRI 307 : Kepatuhan Lingkungan 
(1), dan GRI 308 : Penilaian Lingkungan Pemasok (2). 
4. GRI 400 : Dampak Sosial 
Standar GRI Standards GRI 400 : Dampak Sosial terdapat Sembilan belas 





Hubungan Pekerja atau Manajemen (1), GRI 403 : Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (4), GRI 404 : Pelatihan dan Pendidikan (3), GRI 405 : Keanekaragaman 
dan Kesempatan setara (2), GRI 406 : Non-Diskriminasi (1), GRI 407 : 
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif (1), GRI 408 : Pekerja Anak (1), 
GRI 409 : Kerja Paksa (1), GRI 410 : Praktik Keamanan (!), GRI 411 : Hak-Hak 
Masyarakat Adat (1), GRI 412 : Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) (3), GRI 
413 : Masyarakat Lokal (2), GRI 414 : Penilaian Sosial Pemasok (2), GRI 415 : 
Kebijakan Publik (1), GRI 416 : Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan (2), GRI 
417 : Pemasaran dan Pelabelan (3), GRI 418 : Privasi Pelanggan (1), dan GRI 
419 : kepatuhan sosial ekonomi (1). 
3.4 Analisis Data 
1. Analisis Kualitatif Deskriptif  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
deskriptif. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan (Moleong, 
2007). Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data dokumenter 
untuk analisis kualitatif dan metode analisis data yang digunakan untuk analisis 
kualitatif ini adalah Content Analysis.  
Menurut Ningsih dan Cheisviyanny (2019), content analysis merupakan 
teknik penelitian yang berguna untuk menentukan keberadaan konsep atau kata 
tertentu dalam sebuah atau kumpulan teks. Tujuan content analysis adalah 
untuk melaksanakan identifikasi terhadap informasi spesifik atau karakteristik 





dan sistematik (Indriantoro dan Suporno, 2002). Berdasarkan Halim (2008), 
Content analysis memiliki beberapa aktivitas, antara lain : 
a. Data Reduction  
Peneliti mencatat data-data yang diperoleh dari annual report dan 
sustainability report secara rinci dan teliti untuk dijadikan sebagai dasar 
pembahas1an penelitian. Setelah itu, peneliti membuat tabel pemenuhan 
indikator pengungkapan berisi tentang kelengkapan data dilaporkan atau 
tidaknya komponen indikator pengungkapan CSR berdasarkan GRI Standards 
yang terdapat dalam annual report dan sustainability report pada bank 
sampel. 
b. Data Display  
Data display (Penyajian data) dilakukan dengan memberikan uraian 
singkat, bagan, cuplikan, dan sejenisnya. Peneliti melakukan analisis annual 
report dan sustainability report bank sampel menggunakan indikator 
pengungkapan CSR berdasarkan GRI Standards yang terdiri dari tiga 
indikator utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara rinci, proses 
analisis dapat diuraikan sebagai berikut. 
- Menentukan pemenuhan pengungkapan atas Universal Standards GRI 
102 : Pengungkapan Umum dengan opsi Core dan Topic-Specific 
Sandards yang meliputi tiga indikator utama yaitu GRI 200 indikator 
ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam annual report dan sustainability 
report tahun 2019 berdasarkan GRI Standards dan mengisi tabel 






- Membuat komentar dan ringkasan atas hasil yang diperoleh dari tabel 
pemenuhan indikator pengungkapan CSR berdasarkan GRI Standards 
pada bank pemerintah dan bank swasta yang menjadi sampel penelitian 
ini tahun 2019. 
c. Conclusion drawing and verification (Penarikan Simpulan dan Verifikasi) 
Peneliti membuat kesimpulan dan saran terhadap analisis yang telah 
dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap di atas. Penarikan kesimpulan 
berdasarkan subjektivitas peneliti ketika menganalisis sustainability reporting 










BAB IV  
PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Objek dari penelitian ini adalah bank pemerintah dan swasta yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Dalam pemilihan sampel, peneliti 
menggunakan metode purposive sampling yang telah diuraikan dalam bab 
sebelumnya. Hasil pemilihan sampel adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.1  Populasi dan Hasil Pemilihan Populasi 
NO 
KETERANGAN JUMLAH 
Total Populasi 46 
Kriteria Penentuan Sampel  
1 Annual report atau sustainability report yang tidak dapat 
diakses melalui situs web BEI atau situs web perusahaan 
(3) 
2 Perusahaan yang telah terdaftar di BEI tetapi tidak 
menerbitkan sustainability report pada tahun 2019 
(23) 
Jumlah Sampel Peneltian 20 
 
Berdasarkan tabel 4.1, jumlah sampel penelitian terdapat 20 bank. Daftar nama 





4.2 Analisis Kualitatif Deskriptif  
Berdasarkan content analysis indikator GRI, didapatkan hasil penilaian yang 
menunjukkan penelitian terhadap masing-masing indikator pada perusahaan bank 
sampel berserta nilainya. Hasil analisis penilaiannya adalah sebagai berikut.  
Tabel 4.2 Hasil Analisis Pemenuhan indikator GRI Standards di Perbankan 
Tahun 2019 
 
Berdasarkan tabel tersebut, indikator CSR GRI Standards yang paling banyak 
diungkapkan adalah Indikator Sosial yang menggambarkan informasi mengenai 
dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Indikator ini menguraikan kepegawaian, 
EKONOMI LINGKUNGAN SOSIAL
1 BBNI 8 5 3 16
2 BBRI 10 14 12 36
3 BBTN 8 6 16 30
4 BMRI 8 8 11 27
5 BRIS 8 4 7 19
42 37 49 128
8,4 7,4 9,8 25,6
5 AGRS 7 7 7 21
6 BBCA 8 4 11 23
7 BBKP 9 4 11 24
8 BDMN 5 5 7 17
9 BJBR 10 18 19 47
10 BJTM 11 5 19 35
11 BNGA 10 9 7 26
12 BNII 7 6 7 20
13 BNLI 5 7 10 22
14 BTPN 7 10 17 34
15 BTPS 7 5 11 23
16 MAYA 7 0 12 19
17 MEGA 7 2 8 17
18 NISP 6 2 6 14
19 PNBN 5 0 4 9
111 84 156 351
7,40 5,60 10,40 23,40
153 121 205 479
31,9% 25,3% 42,8% 100%Presentase (dalam %)
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
TOTAL BANK SWASTA
RATA-RATA BANK SWASTA
PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk
PT Bank  CIMB Niaga Tbk





PT Bank IBK Indonesia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.
TOTAL SECARA KESELURUHAN
PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Mega Tbk
BANK SWASTA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
NO NAMA BANK 
PENGUNGKAPAN INDIKATOR GRI 
STANDARDS TOTAL






hubungan tenaga kerja atau manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, 
pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non-
diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja 
paksa, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi manusia, 
masyarakat lokal, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan 
keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan, dan 
kepatuhan sosial ekonomi sebanyak 205 poin atau sebesar 42,8 persen.  
Indikator berikutnya yang banyak diungkapkan oleh bank sampel adalah 
Indikator Ekonomi sebanyak 153 poin atau 31, 9 persen dan pengungkapan 
indikator terkecil adalah Indikator Lingkungan sebanyak 121 poin atau 25,3 
persen. Pengungkapan indikator lingkungan yang kecil ini menunjukkan bahwa 
perusahaan belum mengungkapkan atau melakukan tindakan dan kegiatan yang 
berkaitan khusus dengan permasalahan lingkungan. Berdasarkan tabel di atas, 
terdapat beberapa perusahaan bank yang mendapatkan skor 0 dalam analisis 
penilaian indikator GRI yaitu PT Bank Mayapada Internasional dan PT Bank Pan 
Indonesia. Artinya, perusahaan tersebut tidak mengungkapkan sama sekali. Hal 
ini sejalan dengan penelitian Sahla dan Aliyah (2016) yang menyatakan indikator 
lingkungan yang diungkapkan terkecil dari indikator lainnya. Menurutnya, 
indikator lingkungan pengungkapannya sangat jauh dari cukup mengingat industri 
perbankan yang tidak terlibat langsung dengan perusahaan alam dalam 
operasionalnya.  
4.3 Analisis dan Pembahasan Tiap Indikator GRI Standards di Perbankan 
Indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial terdiri dari berbagai topik atau 





pengungkapan indikator secara total berasal dari berbagai topik atau kategori pada 
indikator yang diungkapkan oleh perusahaan sampel. Secara keseluruhan, 
indikator ekonomi terdiri dari 6 topik, indikator lingkungan terdiri dari 8 topik, 
dan indikator sosial terdiri dari 19 topik. Hasil penilaian yang didapatkan dari 
content analysis memiliki nilai yang berbeda tiap indikator dan perusahaannya. 
Berikut merupakan hasil analisis dari indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial di 
perbankan tahun 2019 berdasarkan GRI Standards. 
4.3.1 Indikator Ekonomi 
Indikator ekonomi berdasarkan GRI Standards merupakan indikator untuk 
mengungkapkan informasi tentang dampak ekonomi dari kegiatan usaha 
perusahaan. Indikator ini berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap keadaan 
ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi di tingkat 
lokal, nasional, dan global. Selain itu, indikator ini juga menggambarkan arus 
modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama 
dari perusahaan di seluruh lapisan masyarakat (Sahla dan Aliyah, 2016).  
Berdasarkan GRI Standards, indikator ini terdapat 6 topik yaitu kinerja 
ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, 
anti-korupsi, dan perilaku anti-persaingan. Penerapan pengungkapan ekonomi 
GRI Standards di perbankan memiliki nilai berbeda di tiap perusahaannya dalam 
annual report maupun sustainability report. Berikut merupakan hasil analisis 






















1 BBNI 3 1 2 0 2 8
2 BBRI 3 2 2 1 2 10
3 BBTN 2 2 2 1 1 8
4 BMRI 2 1 2 0 3 8
5 BRIS 2 1 2 0 3 8
12 7 10 2 11 42



















1 AGRS 3 0 2 0 2 0 7
2 BBCA 3 0 2 0 3 0 8
3 BBKP 4 1 2 1 0 1 9
4 BDMN 2 1 1 0 1 0 5
5 BJBR 4 1 2 0 3 0 10
6 BJTM 4 2 2 0 2 1 11
7 BNGA 4 1 2 0 3 0 10
8 BNII 2 0 2 0 2 1 7
9 BNLI 2 1 1 0 1 0 5
10 BTPN 2 2 1 0 2 0 7
11 BTPS 2 2 1 0 2 0 7
12 MAYA 2 1 0 1 3 0 7
13 MEGA 2 1 0 1 2 1 7
14 NISP 2 1 1 0 2 0 6
15 PNBN 2 1 1 0 1 0 5
40 15 20 3 29 4 111




PT Bank Mayapada Internasional 
Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
TOTAL TIAP KATEGORI
RATA-RATA TIAP KATEGORI
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk
PT Bank  CIMB Niaga Tbk
PT Bank  Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
NAMA BANK
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk




PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk
Tabel 4.3.1 Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Ekonomi 
Berdasarkan GRI Standards di Perbankan Tahun 2019 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, nilai rata-rata pada indikator ekonomi di 
bank BUMN adalah sebesar 8,4 sedangkan pada bank swasta sebesar 7,4. Hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa bank BUMN memiliki nilai rata-rata lebih 
tinggi daripada bank swasta. Hal ini disebabkan nilai rata-rata tiap topiknya lebih 
tinggi bank BUMN daripada bank swasta yaitu keberadaan pasar, dampak 
ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan. Nilai rata-rata pengungkapan 
yang memiliki perbedaan signifikan antara bank BUMN dan bank swasta adalah 





tidak langsung di Bank BUMN sebesar 2 sedangkan di bank swasta sebesar 1,3. 
Dampak ekonomi tidak langsung merupakan topik yang membahas investai 
infrastruktur dan dukungan layanan serta proporsi manajemen senior yang berasal 
dari masyarakat lokal. Berdasarkan hasil analisis penelitian, nilai pengungkapan 
seluruh bank BUMN sebesar 2 poin artinya bank-bank BUMN mengungkapkan 
dampak ekonomi tidak langsung secara keseluruhan sedangkan pada bank swasta 
terdapat 6 bank swasta yang hanya mengungkapkan dampak ekonomi tidak 
langsung yang signifikan dan juga terdapat 3 bank swasta yang tidak 
mengungkapkannya. Namun, terdapat topik-topik yang nilai rata-rata 
pengungkapannya lebih tinggi di bank swasta dari bank BUMN antara lain kinerja 
ekonomi, anti-korupsi, dan perilaku anti persaingan. Perbedaan nilai rata-rata 
pengungkapan yang signifikan antara bank BUMN dan bank swasta terletak pada 
topik kinerja ekonomi. Nilai rata-rata pengungkapan kinerja ekonomi di bank 
BUMN sebesar 2,7 sedangkan di bank swasta sebesar 2,4. Kinerja ekonomi 
merupakan topik yang membahas nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan 
didistribusikan, implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari 
perubahan iklim, kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun 
lainnya, serta bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Hal utama yang 
membedakan antara pengungkapan kinerja ekonomi di bank BUMN dan bank 
swasta adalah pada bank swasta terdapat 4 bank yang mengungkapkan kinerja 
ekonomi secara keseluruhan yaitu PT Bank Bukopin, PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, serta 
PT Bank CIMB Niaga. Sedangkan pada BUMN nilai pengungkapan kinerja 





Pengungkapan tertinggi pada bank BUMN dalam indikator ini adalah PT 
Bank Rakyat Indonesia sebesar 10 poin sedangkan pengungkapan pada bank 
BUMN lainnya yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan 
PT Bank Syariah mendapatkan poin yang sama sebesar 8 poin. Perbedaan 
pengungkapan Bank BRI dengan Bank BUMN lainnya adalah Bank BRI tidak 
terdapat topik yang tidak diungkapkan. Hal tersebut berbeda dengan Bank BNI 
dan Bank Mandiri yang tidak mengungkapkan praktik pengadaan berdasarkan 
GRI Standards. Praktik pengadaan merupakan topik yang membahas proporsi 
pengeluaran untuk pemasok. Berdasarkan hasil analisis penelitian, seluruh bank 
BUMN kecuali Bank BNI mengungkapkan proporsi pengeluaran untuk pemasok. 
Selain itu, nilai pengungkapan kinerja ekonomi pada Bank BRI sebesar 3 poin. 
Hal ini setara dengan pengungkapan kinerja ekonomi di Bank BNI. Namun, hal 
tersebut berbeda dengan Bank BUMN lainnya yang nilai pengungkapannya 
sebesar 2 poin. Berdasarkan hasil analisis penelitian, Bank BRI mengungkapkan 
nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, implikasi finansial 
serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim, serta bantuan finansial 
yang diterima dari pemerintah. Bank BNI yang juga memperoleh nilai 
pengungkapan sebesar 3 poin mengungkapkan 2 hal yang sama. Pengungkapan 
yang berbeda adalah adanya pengungkapan kewajiban program pensiun manfaat 
pasti dan program pensiun lainnya. Sedangkan pada bank-bank BUMN lainnya 
yang nilai pengungkapannya sebesar 2 poin mengungkapkan nilai ekonomi 
langsung yang dihasilkan dan didistribusikan serta kewajiban program pensiun 





Selain itu, nilai pengungkapan anti-korupsi pada Bank BRI sebesar 2 poin. 
Nilai pengungkapan tersebut setara dengan Bank BNI. Sedangkan Bank Syariah 
dan Bank Mandiri sebesar 3 poin dan Bank BTN sebesar 1 poin. Berdasarkan 
hasil analisis tersebut, Bank Syariah dan Mandiri memiliki nilai pengungkapan 
anti-korupsi tertinggi dari bank BUMN lainnya namun pengungkapan topik 
lainnya memiliki nilai bawah menyebabkan total pengungkapan Bank Syariah 
Indonesia dan Bank Mandiri berada di bawah Bank BRI. Topik anti-korupsi 
merupakan topik yang membahas operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko 
terkait korupsi,  komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan, serta prosedur anti-
korupsi serta insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Artinya, 
Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia mengungkapan topik anti-korupsi 
secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis penelitian, Bank BRI dan Bank 
BNI mengungkapkan komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan serta prosedur 
anti-korupsi serta insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. 
Perbedaan dengan Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia adalah adanya 
pengungkapan operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. 
Sedangkan pada Bank BTN mengungkapkan komunikasi dan pelatihan tentang 
kebijakan dan prosedur anti-korupsi.  
Pengungkapan tertinggi pada bank swasta dalam indikator ini adalah PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar 11 poin sedangkan nilai pengungkapan 
tertinggi selanjutnya sebesar 10 poin pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten. Hal yang menyebabkan perbedaan nilai tersebut adalah terdapat 
pengungkapan topik yang lebih tinggi di BPD Jawa Barat dan Banten yaitu 





pengungkapan keberadaan pasar di BPD Jawa Timur sebesar 2 poin sedangkan 
pada BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 1 poin. Selain BPD Jawa Timur, Bank 
BTPN, Bank BPTN Syariah juga sebesar 2 poin. Keberadaan pasar merupakan 
topik yang membahas rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis 
kelamin terhadap upah minimum regional dan proporsi manajemen senior yang 
berasal dari masyarakat lokal. Artinya, BPD Jawa Timur mengungkapkan topik 
keberadaan pasar secara keseluruhan sedangkan BPD Jawa Barat dan Banten 
mengungkapkan proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. 
Terdapat bank swasta yang tidak mengungkapkan topik keberadaan pasar yaitu 
Bank IBK Indonesia, Bank BCA, dan Bank Maybank Indonesia sedangkan bank 
swasta lainnya nilai pengungkapan sebesar 1 poin dengan Bank Bukopin 
mengungkapkan rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis 
kelamin terhadap upah minimum regional dan bank BUMN lainnya 
mengungkapkan proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal.  
Nilai pengungkapan perilaku anti-persaingan di BPD Jawa Timur sebesar 1 poin. 
Perilaku anti-persaingan merupakan topik yang membahas langkah-langkah 
hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust, dan monopoli. 
Sedangkan bank swasta lainnya tidak mengungkapkan topik ini.  
BPD Jawa Barat dan Banten mengungkapkan topik secara keseluruhan selain 
topik keberadaan pasar antara lain antara lain topik kinerja ekonomi, dampak 
ekonomi tidak langsung, dan anti-korupsi. Nilai pengungkapan kinerja ekonomi 
BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 4 poin. Selain BPD Jawa Timur, BPD Jawa 
Barat dan Banten, Bank Bukopin, serta Bank CIMB Niaga juga mengungkapkan 





Bank BCA sebesar 3 poin. Perbedaannya pada tidak diungkapkannya tentang 
bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Sedangkan pada bank BUMN 
lainnya, pengungkapan kinerja ekonomi sebesar 2 poin dengan mengungkapkan 
nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan serta kewajiban 
program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya.  
Meskipun nilai pengungkapan bank BUMN lebih tinggi dari bank swasta, 
nilai pengungkapan di tiap bank lebih tinggi pada bank swasta daripada bank 
BUMN. Nilai pengungkapan BPD Jawa Timur Tbk sebesar 11 poin sedangkan 
pengungkapan tertinggi di Bank BRI sebesar 10 poin. Hal tersebut disebabkan 
pengungkapan kinerja ekonomi dan perilaku anti-persaingan yang lebih tinggi dari 
Bank BRI. Pengungkapan topik kinerja ekonomi lebih banyak diungkapkan di 
BPD Jawa Timur sebesar 4 poin sedangkan Bank BRI mengungkapkan topik ini 
sebesar 3 poin. Artinya, BPD Jawa Timur mengungkapkan topik ini secara 
keseluruhan. Berdasarkan sustainability report, BPD Jawa Timur mengungkapkan 
distribusi nilai ekonomi, tidak adanya pendapatan yang diperoleh dari peluang 
dan/atau implikasi finansial karena perubahan iklim, manfaat yang diterima 
pegawai, serta tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah. Sedangkan 
berdasarkan laporan keberlanjutan Bank BRI, Bank BRI mengungkapkan 
informasi nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, tidak adanya 
implikasi finansial disebabkan perubahan iklim, dan tidak menerima bantuan 
finansial yang diterima dari pemerintah. Perbedaan pengungkapannya adalah 
















1 BBNI 0 2 0 1 2 0 5
2 BBRI 0 4 0 5 5 0 14
3 BBTN 1 2 1 1 0 1 6
4 BMRI 0 2 2 1 2 1 8
5 BRIS 1 2 1 0 0 0 4
2 12 4 8 9 2 37














1 AGRS 0 3 0 0 3 0 1 7
2 BBCA 0 2 1 1 0 0 0 4
3 BBKP 0 2 1 0 1 0 0 4
4 BDMN 1 3 0 0 0 1 0 5
5 BJBR 3 5 3 0 7 0 0 18
6 BJTM 0 2 1 0 2 0 0 5
7 BNGA 0 5 0 0 3 1 0 9
8 BNII 1 1 1 0 2 1 0 6
9 BNLI 0 4 1 0 2 0 0 7
10 BTPN 0 3 2 0 3 2 0 10
11 BTPS 0 1 0 0 3 0 1 5
12 MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MEGA 0 2 0 0 0 0 0 2
14 NISP 0 1 0 0 1 0 0 2
15 PNBN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 34 10 1 27 5 2 84
0,3 2 0,7 0,1 1,8 0,3 0,1 5,6
BANK SWASTA
NAMA BANK
PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 
PT Bank Pan Indonesia Tbk
TOTAL TIAP KATEGORI
RATA-RATA TIAP KATEGORI
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk
PT Bank  CIMB Niaga Tbk
PT Bank  Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
BANK BUMN
INDIKATOR LINGKUNGAN
PT Bank Mayapada Internasional 
PT Bank Mega Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
NAMA BANK
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk













1 BBNI 0 2 0 1 2 0 5
2 BBRI 0 4 0 5 5 0 14
3 BBTN 1 2 1 1 0 1 6
4 BMRI 0 2 2 1 2 1 8
5 BRIS 1 2 1 0 0 0 4
2 12 4 8 9 2 37














1 AGRS 0 3 0 0 3 0 1 7
2 BBCA 0 2 1 1 0 0 0 4
3 BBKP 0 2 1 0 1 0 0 4
4 BDMN 1 3 0 0 0 1 0 5
5 BJBR 3 5 3 0 7 0 0 18
6 BJTM 0 2 1 0 2 0 0 5
7 BNGA 0 5 0 0 3 1 0 9
8 BNII 1 1 1 0 2 1 0 6
9 BNLI 0 4 1 0 2 0 0 7
10 BTPN 0 3 2 0 3 2 0 10
11 BTPS 0 1 0 0 3 0 1 5
12 MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MEGA 0 2 0 0 0 0 0 2
14 NISP 0 1 0 0 1 0 0 2
15 PNBN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 34 10 1 27 5 2 84
0,3 2 0,7 0,1 1,8 0,3 0,1 5,6
BANK SWASTA
NAMA BANK
PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 
PT Bank Pan Indonesia Tbk
TOTAL TIAP KATEGORI
RATA-RATA TIAP KATEGORI
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk
PT Bank  CIMB Niaga Tbk
PT Bank  Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
BANK BUMN
INDIKATOR LINGKUNGAN
PT Bank Mayapada Internasional 
PT Bank Mega Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
NAMA BANK
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 
TOTAL TIAP KATEGORI
RATA-RATA TIAP KATEGORI
4.3.2 Indikator Lingkungan 
Indikator lingkungan berdasarkan GRI Standards merupakan indikator 
untuk mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungan dari kegiatan usaha 
perusahaan. Secara keseluruhan, indikator ini terdiri dari 8 topik antara lain  
material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah dan limbah, 
kepatuhan lingkungan, serta penilaian lingkungan pemasok. Pemenuhan 
penerapan indikator ini di perbankan memiliki jumlah pengungkapan yang 
berbeda pada tiap perusahaanya. Berikut merupakan hasil analisis pemenuhan 
penerapan indikator ini di perbankan tahun 2019 berdasarkan GRI Standards 
dalam annual report dan sustainability report perusahaan.  
 
Tabel 4.3.2 Hasil Analisis Pemenuhan Topik Pada Indikator Lingkungan 





Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas, nilai rata-rata pada indikator 
lingkungan di bank BUMN adalah sebesar 7,4 sedangkan pada bank swasta 
sebesar 5,6. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank BUMN 
memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada bank swasta. Hal ini disebabkan bank 
BUMN terdapat kewajiban untuk pelaksanaan Program PKBL (Pmbinaan Usaha 
Kecil dan Pemberdayaan Lingkungan) yang diatur dalam Peraturan Menteri 
BUMN No. Per-08/MBU/2013 sedangkan bank swasta tidak memiliki kewajiban 
untuk pelaksanaan tersebut. Program PKBL merupakan bentuk dari CSR yang 
wajib dilaksanakan BUMN. PKBL merupakan perwujudan dari salah satu tujuan 
BUMN untuk tidak hanya mengejar keuntungan juga turut aktif memberikan 
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, 
dam masyarakat.  
Pengungkapan tertinggi di bank BUMN adalah PT Bank Rakyat Indonesia 
Indonesia dengan nilai 14 poin. Nilai pengungkapan di Bank BRI dengan bank 
BUMN lainnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai pengungkapan 
selanjutnya sebesar 8 poin di PT Bank Mandiri Tbk. Hal ini disebabkan terdapat 
pengungkapan topik yang mengungguli dari bank BUMN lainnya yaitu 
pengungkapan topik Energi, Emisi, dan Air Limbah dan Limbah. Nilai 
pengungkapan energi di bank BRI sebesar 4 poin sedangkan pada bank BUMN 
lainnya sebesar 2 poin. Energi merupakan topik yang membahas konsumsi energi 
dalam organisasi, konsumsi energi luar organisasi, intensitas energi, pengurangan 
konsumsi energi, dan pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk 
dan jasa. Berdasarkan hasil analisis analisis penelitian, Bank BRI mengungkapkan 





energi luar organisasi, intensitas energi, dan pengurangan konsumsi energi 
sedangkan pengungkapan pada Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank 
Mandiri adalah konsumsi energi dalam organisasi dan pengurangan konsumsi 
energi serta Bank BNI mengungkapkan konsumsi dalam organisasi dan intensitas 
energi.  
Pengungkapan topik emisi pada Bank BRI mendapatkan nilai sebesar 5 poin 
sedangkan pada bank BUMN lainnya sebesar 0 atau 2 poin. Nilai pengungkapan 0 
bermakna bank BUMN tidak mengungkapkan air limbah dan limbah berdasarkan 
GRI Standards. Bank BUMN tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara dan dan 
PT Bank Syariah serta Bank BUMN yang mendapatkan nilai 2 poin adalah PT 
Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Emisi merupakan topik 
yang membahas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), emisi GRK tidak langsung, 
emisi GRK tidak langsung lainnya, intensitas emisi GRK, pengurangan emisi 
GRK, emisi zat perusak ozon (ODS), serta nitrogen oksida, sulfur osida, dan emisi 
udara yang signifikan lainnya. Berdasarkan hasil analisis analisis penelitian, Bank 
BRI mengungkapkan emisi GRK, emisi GRK tidak langsung, emisi GRK tidak 
langsung lainnya, intensitas dan pengurangan emisi GRK, dan emisi zat perusak 
ozon. Sedangkan pada Bank BNI mengungkapkan intensitas dan pengurangan 
emisi GRK dan Bank Mandiri mengungkapkan emisi GRK langsung dan emisi 
zat perusak ozon.  
Pengungkapan topik air limbah dan limbah pada bank BRI mendapatkan nilai 
sebesar 5 poin sedangkan pada bank BUMN lainnya sebesar 0 atau 1 poin. Nilai 
pengungkapan 0 bermakna bank BUMN tidak mengungkapkan air limbah dan 





Mandiri serta bank-bank BUMN yang mengungkapkan topik ini dengan nilai 1 
poin adalah PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Indonesia, 
dan PT Bank Mandiri. Air limbah dan limbah merupakan topik yang membahas 
pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan, limbah berdasarkan jenis dan 
pembuangan, tumpahan yang signifikan, pengangkutan limbah berbahaya, serta 
badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air. Artinya, Bank 
BRI mengungkapkan air limbah dan limbah secara keseluruhan sedangkan pada 
bank Bank BNI dan Bank BTN mengungkapkan limbah berdasarkan jenis dan 
metode pembuangan serta Bank Mandiri mengungkapkan pelepasan air 
berdasarkan kualitas dan tujuan.  
Pengungkapan topik tertinggi di bank swasta dalam indikator ini adalah PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar 18 poin. Nilai 
pengungkapan pada bank ini terdapat perbedaan signifikan dengan bank swasta 
lainnya dengan nilai tertinggi selanjutnya sebesar 10 poin di PT Bank BTPN Tbk. 
Hal ini disebabkan topik-topik yang diungkapkan memiliki nilai yang tinggi di 
antara bank swasta lainnya yaitu material, energi, air, dan emisi. Pengungkapan 
energi di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 3 poin sedangkan di 2 bank swasta 
lainnya sebesar 1 poin yaitu PT Bank Danamon Indonesia dan PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk dan terdapat 12 bank swasta lainnya yang tidak mengungkapkan 
topik material berdasarkan GRI Standards. Topik material merupakan topik yang 
membahas material yang digunakan berdasarkan berat atau volume, material 
input dari daur ulang yang digunakan, dan produk reclaimed dan material 
kemasannya. Artinya, BPD Jawa Barat dan Banten mengungkapkan seluruh topik 





Maybank Indonesia mengungkapkan material yang digunakan berdasarkan berat 
atau volume. 
Pengungkapan topik energi di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 5 poin. 
Selain BPD Jawa Barat dan Banten, nilai pengungkapan Bank CIMB Niaga juga 
sebesar 5 poin. Artinya, BPD Jawa Barat dan Banten serta Bank CIMB Niaga 
mengungkapkan topik energi secara keseluruhan. Sedangkan nilai pengungkapan 
bank swasta lainnya berada di bawah bank-bank tersebut yaitu Bank Permata 
sebesar 4 poin; Bank IBK Indonesia, Bank Danamon, dan Bank BTPN sebesar 3 
poin; Bank BCA, Bank Bukopin, BPD Jawa Timur, dan Bank Mega sebesar 2 
poin; Bank Maybank Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Mega sebesar 1 
poin; dan 2 bank lainnya tidak mengungkapkan topik energi. Artinya, BPD Jawa 
Barat dan Banten serta Bank CIMB Niaga mengungkapkan topik energi secara 
keseluruhan. Sedangkan bank swasta lainnya tidak mengungkapkan secara 
keseluruhan dengan pengungkapan topik tertinggi pada konsumsi energi dalam 
organisasi.  
Pengungkapan topik air di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 3 poin 
sedangkan di bank swasta lainnya nilainya di bawah dari pengungkapan di BPD 
Jawa Barat dan Banten. Nilai pengungkapan di Bank BTPN sebesar 2 poin serta 
di Bank BCA, Bank Bukopin, BPD Jawa Timur, Maybank Indonesia sebesar 1 
poin. Terdapat 8 bank lainnya yang tidak mengungkapkan topik air berdasarkan 
GRI Standards. Air merupakan topik yang membahas pengambilan air 
berdasarkan sumber, sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh 
pengambilan air, serta daur ulang dan penggunaan air kembali. Berdasarkan hasil 





secara keseluruhan. Sedangkan pada Bank BCA, Bank BTPN mengungkapkan 
pengambilan air berdasarkan sumber serta daur ulang dan penggunaan air kembali. 
Bank BCA, Bank Bukopin, BPD Jawa Timur, Maybank Indonesia 
mengungkapkan pengambilan air berdasarkan sumber.  
Pengungkapan topik emisi di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 7 poin 
sedangkan nilai pengungkapan di bank swasta lainnya lebih rendah dari BPD 
Jawa Barat dan Banten. Nilai pengungkapan Bank IBK Indonesia, Bank CIMB 
Niaga, Bank BTPN, Bank BTPN, dan Bank BTPN Syariah sebesar 3 poin; pada 
BPD Jawa Timur, Maybank Indonesia, dan Bank Permata sebesar 2 poin; Bank 
Bukopin dan Bank OCBC NISP sebesar 1 poin; serta sisanya tidak 
mengungkapkan topik emisi. Artinya, BPD Jawa Barat dan Banten 
mengungkapkan topik emisi secara keseluruhan sedangkan pada bank swasta 
lainnya tidak mengungkapkan secara keseluruhan dengan keseluruhan sedangkan 
bank swasta lainnya tidak mengungkapkan seluruhnya.  
Selain itu, pengungkapan indikator lingkungan antara bank swasta terdapat bank 
yang memiliki nilai pengungkapkan 0 poin yaitu PT Bank Mayapada 
Internasional Tbk dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Artinya, bank-bank tersebut 
tidak mengungkapkan indikator lingkungan berdasarkan GRI Standards 2016. 
Berdasarkan sustainability report, Bank Panin dan BTPN Syariah 
mengungkapkan kinerja lingkungan dan upaya untuk terus mengembangkan 
sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan.  
Meskipun nilai pengungkapan bank BUMN lebih tinggi dari bank swasta, nilai 
pengungkapan di tiap bank lebih tinggi pada bank swasta daripada bank BUMN. 





BRI sebesar 10 poin. Hal ini disebabkan pengungkapan topik material, energi, air, 
dan emisi lebih tinggi diungkapkan di BPD Jawa Baret dan Banten daripada Bank 
BRI. Pada topik material pengungkapan secara keseluruhan diungkapkan di BPD 
Jawa Barat dan Banten sedangkan Bank BRI tidak mengungkapkan topik material. 
Berdasarkan sustainability report BPD Jawa Barat dan Banten, topik tersebut 
mengungkapkan jumlah penurunan pemakaian kertas, metode penghematan kertas, 
dan komsumsi kertas yang tidak termasuk penggunaan kertas recycled. Sedangkan 
pada bank BRI tidak mengungkapkan topik material berdasarkan GRI namun 
bank BRI mengungkapkan reduksi pemakaian kertas berdasarkan POJK 
51/OJK.03/2017 6.e.5.a mengenai jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan. 
Pada topik energi pengungkapan lebih banyak diungkapkan di BPD Jawa Barat 
dan Banten sebesar 5 poin sedangkan di Bank BRI sebesar 4 poin. Salah satu 
perbedaan utama dalam pengungkapan topik ini antara bank BUMN dan bank 
swasta berdasarkan sustainability report adalah terdapat pengungkapan 
pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa di BPD Jawa 
Barat dan Banten yang mengungkapkan tentang kegiatan carpooling yang 
menunjukkan penurunan bahan bakar 7%  daripada tahun sebelumnya sedangkan 
di Bank BRI tidak diungkapkan. Bank BRI berfokus pada penggunaan dan 
pengurangan energi di dalam dan luar perusahaan seperti penghematan 
penggunaan listrik dan BBM di perusahaan.  
Pengungkapan air di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 3 poin sedangkan 
Bank BRI tidak mengungkapkan topik ini.  Berdasarkan sustainability report, 
BPD Jawa Barat dan Banten mengungkapkan upaya mengungkapkan pemakaian 





tanah atau PDAM) yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air 
berlebih disebabkan Indonesia pernah mengalami musim kemarau yang panjang, 
dan bank yang belum menghitung air ang di-recycle kembali. Sedangkan Bank 
BRI yang tidak mengungkapkan topik ini. Bank BRI mengungkapkan mengenai 
air dalam energi baru dan terbarukan dengan sumber energi terbarukan dari 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Nilai pengungkapan topik emisi lebih 
banyak diungkapkan di BPD Jawa Barat dan Banten dari pada Bank BRI. 
Pengungkapan emisi di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 7 poin sedangkan 
Bank BRI sebesar 5 poin. Menurut Kementrian Perencanaan Pembangunan 
Nasional (2011), investasi penurunan emisi GRK lebih banyak dilakukan oleh 
pihak swasta dan pendanaan kegiatan penurunan emisi GRK mampu bersumber 
dari sektor swasta. Perbedaan pengungkapan terletak pengungkapan emisi zat 
perusak ozon dan emisi udara yang diungkapkan di BPD Jawa Barat dan Banten 
4.3.3 Indikator Sosial 
Indikator sosial berdasarkan GRI Standards merupakan indikator untuk 
mengungkapkan informasi tentang dampak sosial dari kegiatan usaha perusahaan. 
Indikator ini terdiri dari 19 topik antara lain kepegawaian, hubungan tenaga kerja 
atau manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, 
keanekaragaman dan kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan berserikat 
dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa, praktik keamanan, hak-hak 
masyarakat adat, penilaian HAM, masyarakat lokal, penilaian sosial pemasok, 
kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, 
privasi pelanggan serta kepatuhan sosial ekonomi. Pemenuhan pengungkapan 
indikator ini di perbankan memiliki jumlah yang berbeda tiap perusahaannya yang 
diungkapkan dalam annual report dan sustainability report perbankan Berikut 
merupakan hasil analisis pemenuhan indikator ini berdasarkan GRI Standards di 





















































1 AGRS 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 BBCA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 11
3 BBKP 0 0 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11
4 BDMN 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7
5 BJBR 3 0 4 3 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 19
6 BJTM 3 1 1 3 2 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 19
7 BNGA 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
8 BNII 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7
9 BNLI 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 10
10 BTPN 2 0 0 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 1 17
11 BTPS 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 11
12 MAYA 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 12
13 MEGA 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
14 NISP 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
15 PNBN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
27 2 12 34 16 7 4 3 2 1 14 1 1 16 14 2 156
1,8 0,1 0,8 2,3 1,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 1,1 0,9 0,1 10,4
PT Bank BTPN Syariah 
Tbk.
PT Bank Mayapada 
Internasional Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Bukopin Tbk.
PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan 
Banten Tbk
PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank  CIMB Niaga Tbk
PT Bank  Maybank 
Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk
BANK SWASTA
NAMA BANK
PT Bank Mega Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk






































1 BBNI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2 BBRI 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 0 12
3 BBTN 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16
4 BMRI 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
5 BRIS 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
12 3 10 4 2 1 2 2 2 1 3 5 2 49
2,4 0,6 2,0 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 1 0,4 9,8
PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk






PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk





Berdasarkan hasil penelitian di atas, nilai rata-rata pada indikator sosial di 
bank BUMN adalah sebesar 9,8 sedangkan pada bank swasta sebesar 10,4. Hal 
tersebut dapat disimpulkan bank swasta memiliki nilai rata-rata lebih tinggi 
daripada bank BUMN. Hal ini disebabkan terdapat 7 nilai rata-rata pengungkapan 
topik dalam indikator ini di bank swasta yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata 
pengungkapan di bank swasta antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, 
pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non-
diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, masyarakat lokal, 
dan privasi pelanggan. Perbedaan nilai rata-rata pengungkapan topik yang 
signifikan antara bank swasta dan bank BUMN adalah masyarakat lokal dan 
pemasaran dan pelabelan. Nilai rata-rata pengungkapan masyarakat lokal di bank 
swasta sebesar 0,9 sedangkan di bank BUMN sebesar 0,4. Masyarakat lokal 
merupakan topik yang membahas operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, 
penilaian dampak, dan program pengembangan serta operasi yang secara aktual 
dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat 
lokal. Berdasarkan hasil analisis penelitian, nilai pengungkapan masyarakat lokal 
di bank swasta tertinggi sebesar 2 poin yang artinya bank swasta tersebut 
mengungkapkan topik masyarakat lokal secara keseluruhan sedangkan pada bank 
BUMN tertinggi sebesar 1 poin. Pada bank BUMN mayoritas tidak 
mengungkapkan topik ini (hanya 2 dari 5 bank BUMN yang mengungkapkan 
topik ini) sedangkan bank swasta mayoritas mengungkapkan topik ini (bank 
swasta yang tidak mengungkapkan topik ini sebanyak 3 dari 15 bank swasta). 
Namun, terdapat topik yang nilai rata-rata pengungkapannya lebih tinggi di 





paksa/wajib kerja, kebijakan publik, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial 
ekonomi. Perbedaan nilai rata-rata pengungkapan yang signifikan antara bank 
BUMN dan bank swasta terletak pada topik kepegawaian. Kepegawaian 
merupakan topik yang membahas perekrutan karyawan baru dan pergantian 
karyawan, tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak 
diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu, serta cuti melahirkan. 
Nilai rata-rata pengungkapan kepegawaian di bank BUMN sebesar 2,4 sedangkan 
di bank swasta sebesar 1,8. Hal ini disebabkan seluruh bank BUMN 
mengungkapkan kepegawaian sedangkan pada bank swasta Bank Bukopin tidak 
mengungkapkan topik kepegawaian. 
Pengungkapan tertinggi di Bank BUMN dalam indikator sosial adalah PT 
Bank Tabungan Negara sebesar 16 poin sedangkan pengungkapan tertinggi 
selanjutnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 12 poin. Hal ini disebabkan 
banyaknya pengungkapan topik pada Bank BTN dari pada bank BUMN lainnya 
antara lain kepegawaian, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan 
pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan 
berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa/wajib kerja, 
masyarakat lokal, privasi pelanggan, serta kepatuhan ekonomi. Hal tersebut 
berbeda dengan pengungkapan topik pada bank BNI yang hanya mengungkapkan 
kepegawaian, pelatihan dan pendidikan, serta privasi pelanggan.  
Nilai pengungkapan kepegawaian di Bank BTN sebesar 3 poin. Artinya, 
Bank BTN mengungkapkan topik kepagawaian secara seluruhan. Selain Bank 
BTN, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia juga mengungkapkan 





mengungkapkan ini di bawah yaitu Bank BRI sebesar 2 poin dan Bank BNI 
sebesar 1 poin. Perbedaan pengungkapan antara Bank BRI dan Bank BNI adalah 
tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan 
kepada karyawan sementara atau paruh waktu yang hanya diungkapkan di Bank 
BRI. Pengungkapan topik keselamatan dan kesehatan kerja di Bank BTN sebesar 
2 poin sedangkan pada Bank Mandiri sebesar 1 poin dan bank BUMN lainnya 
tidak mengungkapkan topik kepegawaian berdasarkan GRI Standards. 
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan topik yang membahas perwakilan 
pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan 
keselamatan; jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat 
pekerjaan, hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian terkait 
pekerjaan; para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi 
terkait dengan pekerjaan mereka; serta topik kesehatan dan keselamatan tercakup 
dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh. Berdasarkan hasil analisis penelitian, 
Bank BTN mengungkapkan jenis kecelakaan kerja dan iingkat kecelakaan kerja, 
penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran, dan jumlah 
kematian terkait pekerjaan; serta para pekerja dengan risiko kecelakaan atau 
penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka sedangkan Bank 
Mandiri mengungkapkan topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam 
perjanjian resmi dengan serikat buruh.  
Pengungkapan topik keanekaragaman dan kesempatan setara di Bank BTN 
sebesar 2 poin. Hal ini setara dengan Bank Mandiri.sedangkan untuk bank BUMN 
lainnya tidak mengungkapkan topik ini. Keanekaragaman dan kesempatan setara 





serta presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan 
pengembangan karier. Artinya, Bank BTN dan Bank Mandiri mengungkapkan 
topik ini secara keseluruhan. Pengungkapan kebebasan berserikat dan 
perundingan kolektif merupakan topik yang membahas operasi dan pemasok 
dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin 
berseriko. Di antara bank BUMN lainnya, Bank BTN saja yang mengungkapkan 
topik ini. Selain itu, terdapat topik dalam indikator sosial yang hanya diungkapkan 
di 1 bank BUMN yaitu topik masyarakat lokal serta pemasaran dan pelabelan. 
Nilai pengungkapan masyarakat lokal di Bank BRI sebesar 1 poin sedangkan pada 
bank BUMN lainnya tidak diungkapkan. Masyarakat lokal merupakan topik yang 
membahas operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan 
program pengembangan; serta operasi yang secara aktual dan yang berpotensi 
memiliki dampak negatif sginifikan terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan hasil 
analisis penelitian, Bank BRI mengungkapkan operasi dengan keterlibatan 
masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Nilai 
pengungkapan pemasaran dan pelabelan di Bank BRI sebesar 3 poin sedangkan 
pada bank BUMN lainnya tidak diungkapkan. Pemasaran dan pelabelan 
merupakan topik yang membahas persyaratan produk dan jasa, insiden 
keidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa, serta insiden 
ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran. Artinya, Bank BRI 
mengungkapkan pemasaran dan pelabelan secara keseluruhan.  
Pengungkapan tertinggi di bank swasta adalah BPD Jawa Barat dan Banten 
serta BPD Jawa Timur sebesar 19 poin. Hal ini disebabkan terdapat 





keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, masyarakat lokal, 
pemasaran dan pelabelan, serta kebijakan publik. Pengungkapan keselamatan dan 
kesehatan kerja di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 4 poin sedangkan pada 
bank swasta lainnya nilai pengungkapannya berada di bawah dari itu. Artinya, 
BPD Jawa Barat dan Banten mengungkapkan keselamatan dan kesehatan kerja 
secara keseluruhan. Nilai pengungkapan pelatihan dan pendidikan di BPD Jawa 
Barat dan BPD Jawa Timur sebesar 3 poin. Artinya, BPD Jawa Barat dan Banten 
serta BPD Jawa Timur mengungkapkan pelatihan dan pendidikan secara 
keseluruhan. Selain kedua bank tersebut, terdapat bank swasta yang memiliki nilai 
sama yaitu Bank BCA, Bank BTPN, dan Bank Mayapada International. Nilai 
pengungkapan masyarakat lokal di BPD Jawa Barat dan Banten sebesar 2 poin. 
Hal ini setara dengan Bank BTPN. Sedangkan bank swasta lainnya sebesar 1 poin. 
Artinya, BPD Jawa Barat dan Banten mengungkapkan masyarakat lokal secara 
keseluruhan sedangkan bank swasta lainnya mengungkapkan operasi dengan 
keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. 
Nilai pengungkapan kebijakan publik di BPD Jawa Timur sebesar 1 poin 
sedangkan pada bank swasta lainnya tidak mengungkapkan topik tersebut. 
Kebijakan publik merupakan topik yang membahas kontribusi publik. Artinya, 
BPD Jawa Timur mengungkapkan kebijakan publik secara kesuluruhan dengan 
membahas kontribusi publik di BPD Jawa Timur. Sedangkan pada bank swasta 
lainnya tidak mengungkapkan topik kebijakan publik. Begitu juga dengan 
pemasaran dan pelabelan yang hanya diungkapkan di BPD Jawa Timur antara 
bank swasta lainnya sebesar 3 poin. Artinya, BPD Jawa Timur mengungkapkan 





Pengungkapan BPD Jawa Barat dan BPD Jawa Timur sebesar 19 poin lebih 
tinggi dari Bank BTN sebesar 16 poin. Hal ini disebabkan pengungkapan 
beberapa topik yang lebih tinggi di BPD Jawa Barat dan BPD Jawa Timur 
daripada Bank BTN yaitu pelatihan dan pendidikan, kebijakan publik, serta 
pemasaran dan pelabelan. Nilai pengungkapan pelatihan dan pendidikan di BPD 
Jawa Barat dan BPD Jawa Timur sebesar 3 poin sedangkan pada Bank BTN 
sebesar 2 poin. Perbedaannya terletak pada pengungkapan program untuk 
meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan yang tidak 
diungkapkan pada Bank BTN. Pengungkapan kebijakan publik mengenai 
kontribusi publik diungkapkan di BPD Jawa Timur sedangkan di Bank BTN tidak 
diungkapkan. Pengungkapan pemasaran dan pelabelan di BPD Jawa Timur 
sebesar 3 poin sedangkan pada Bank BTN tidak mengungkapkannya. Selain itu, 
terdapat pengungkapan topik yang tidak dilaksanakan di bank BUMN yaitu 
pengungkapan hubungan tenaga kerja/manajemen. Topik hubungan tenaga 
kerja/manajemen merupakan topik membahas periode pemberitahuan minimum 
terkait perubahan operasional. Selain BPD Jawa Timur, bank swasta yang 
mengungkapkan topik tersebut adalah PT Bank Permata Tbk. Berdasarkan 
sustainability report, bank-bank tersebut mengungkapkan upaya bank untuk 
penyelesaian pegawai yang bermasalah. Sedangkan bank BUMN tidak 








5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Urutan pengungkapan indikator tertinggi di bank pemerintah dan bank swasta 
adalah indikator sosial, indikator ekonomi, dan indikator sosial  
2. Pengungkapan indikator ekonomi bank pemerintah lebih tinggi daripada bank 
swasta. Hal ini disebabkan nilai rata-rata tiap topiknya lebih tinggi bank 
pemerintah daripada bank swasta yaitu keberadaan pasar, dampak ekonomi 
tidak langsung, dan praktik pengadaan meskipun terdapat topik yang nilai 
pengungkapannya lebih tinggi bank swasta daripada bank pemerintah yaitu 
kinerja ekonomi, anti-korupsi, dan perilaku anti persaingan. Selain itu, 
pengungkapan tertinggi di bank pemerintah adalah PT Bank Rakyat Indonesia 
sedangkan pengungkapan tertinggi di bank swasta adalah PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur. Meskipun nilai rata-rata pengungkapan 
bank pemerintah lebih tinggi daripada bank swasta, nilai pengungkapan pada 
BPD Jawa Timur lebih tinggi daripada Bank BRI. Hal ini disebabkan nilai 
pengungkapkan topik kinerja ekonomi dan perilaku anti persaingan lebih 






3. Pengungkapan indikator lingkungan bank pemerintah lebih tinggi dari bank 
swasta disebabkan bank pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan 
PKBL sedangkan bank swasta tidak memiliki kewajiban untuk pelaksanaan 
tersebut. Pengungkapan tertinggi di bank pemerintah adalah PT Bank Rakyat 
Indonesia sedangkan di bank swasta adalah PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten. Meskipun nilai rata-rata pengungkapan bank 
pemerintah lebih tinggi daripada bank swasta, nilai pengungkapan pada BPD 
Jawa Barat dan Banten lebih tinggi daripada Bank BRI disebabkan 
pengungkapan topik material, energi, air, dan emisi lebih tinggi diungkapkan 
di BPD Jawa Barat dan Banten daripada Bank BRI. 
4. Pengungkapan indikator sosial bank swasta lebih tinggi dari bank pemerintah 
disebabkan terdapat 7 topik pengungkapan indikator sosial yang nilainya 
lebih tinggi dari pemerintah antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, 
pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non-
diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, masyarakat 
lokal, dan privasi pelanggan dan terdapat topik pengungkapan yang nilai rata-
ratanya lebih tinggi di bank pemerintah dari bank swasta antara lain 
kepegawaian, pekerja anak, kerja paksa/wajib kerja, kebijakan publik, privasi 
pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi. Pengungkapan tertinggi di bank 
pemerintah adalah PT Bank Tabungan Negara sedangkan pengungkapan 
tertinggi di bannk swasta adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 





Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan terdapat perbedaan  
pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta untuk keseluruhan 
total pengungkapan dan untuk tiap tiga indikator GRI Standards. 
5.2 Keterbatasan dan Saran 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak melihat materialitas tiap bank 
dalam pelaksanaan penelitian terutama saat pelaksanaan analisis penelitian, 
terdapat subjektifitas pada penilaian masing-masing aspek indikator GRI 
Standards yang dilakukan dengan coding dalam content analysis. Selain itu, 
jumlah sampel penelitian yang sedikit yaitu 22 bank yang belum mewakili seluruh 
perbankan di Indonesia. 
Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mampu menciptakan sistem bagi 
peneliti untuk pemahaman dan penerapan pada setiap poin data indikator GRI 
secara seragam untuk melaksanakan coding sehingga tidak terdapat penilaian 
bank secara subjektif.  Selain itu, peneliti selanjutnya yang meneliti dibidang ini 
diharapkan mampu menggunakan penelitian ini sebagai salah satu refrensi 
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Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Bank Sampel 
No NAMA BANK KODE 
SAHAM 
STATUS 
1 PT Bank IBK Indonesia Tbk. AGRS Swasta 
2 PT Bank Central Asia Tbk. BBCA Swasta 
3 PT Bank Bukopin Tbk. BBKP Swasta 
4 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI BUMN 
5 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI BUMN 
6 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN BUMN 
7 PT Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN Swasta 
8 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten Tbk 
BJBR 
Swasta 




10 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI BUMN 
11 PT Bank  CIMB Niaga Tbk BNGA Swasta 
12 PT Bank  Maybank Indonesia Tbk BNII Swasta 
13 PT Bank Permata Tbk BNLI Swasta 
14 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.  BRIS Swasta 
15 PT Bank BTPN Tbk BTPN Swasta 
16 PT Bank BTPN Syariah Tbk. BTPS Swasta 





18 PT Bank Mega Tbk MEGA Swasta 
19 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP Swasta 
20 PT Bank Pan Indonesia Tbk PNBN Swasta 
 
 
 
